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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2021/PA.Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Hakim  Tunggal  telah

menjatuhkan  penetapan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Panoguan Lubis Bin Alm. Abdul Wahab, lahir di Sayur Matua tanggal 23

Juli  1978  (umur  42  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Petani,  tempat  tinggal  Desa  Sayur  Matua,

Kecamatan  Barumun,  Kabupaten  Padang  Lawas,  sebagai

Pemohon I.

Roslan Lubis Binti Lagut, lahir di Sayur Matua tanggal 28 Juli 1981 (umur

39 tahun),  agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat  tinggal  Desa  Sayur  Matua  ,  Kecamatan  Barumun,

Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  surat

permohonannya  tertanggal  24  Februari  2021  yang  didaftarkan  di

Kepaniteraan Pengadilan  Agama Sibuhuan pada tanggal  tersebut  dengan

register  perkara  Nomor  95/Pdt.P/2021/PA.Sbh,  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan

secara  Syari'at Islam pada tanggal 28 November 2000 di Desa Sayur
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Matua, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;  

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut

adalah  saudara  kandung  Pemohon  II  yang  bernama  Jalil  Lubis

dikarenakan ayah kandung Pemohon II  dalam keadaan sakit,  dengan

dihadiri  oleh  2  (dua)  orang  saksi  nikah  yang  bernama  Sakkotan

Hasibuan dan Alm. Mustopa Lubis, dengan mahar Rp.5.000 (Lima Juta

Rupiah)  dibayar tunai;  

3. Bahwa  pada  saat  pernikahan,  Pemohon  I  berstatus  perjaka  dan

Pemohon II berstatus perawan;  

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,

semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan

pernikahan,  baik  menurut  ketentuan  hukum Islam,  maupun  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;  

5. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  I   dengan  Pemohon  II  tinggal

bersama  di  Desa  Sayur  Matua,  Kecamatan  Barumun,  Kabupaten

Padang Lawas, dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama: 

5.1 Dendi Saputra Lubis Bin Panoguan Lubis, Laki-laki, Lahir di

Sayur Matua, pada tanggal 15-10-2003; 

5.2 Muhammad Oji Lubis Bin Panoguan Lubis, Laki-laki, Lahir di

Sayur Matua,pada tanggal 06-08-2011; 

5.3 Mualim Lubis Bin Panoguan Lubis, Laki-laki, Lahir di Sayur

Matua,pada tanggal 30-11-2014; 

5.4 Ilal Lubis Lubis Bin Panoguan Lubis, Laki-laki, Lahir di Sayur

Matua,pada tanggal 08-12-2015; 

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II  menikah tidak pernah

mendapat  gugatan  dari  pihak  manapun  atau  masyarakat  tentang

keabsahan pernikahan tersebut;  

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II  belum pernah bercerai,  dan

tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);  

8. Bahwa  sejak  menikah  sampai  saat  ini  rumah  tangga  Pemohon  I

dengan Pemohon II rukun dan harmonis;  
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9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II  belum pernah mendapatkan

bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Barumun  disebabkan  pada

saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk

mengurus Akta Nikah;  

10. Bahwa  pada  saat  ini  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sangat

membutuhkan  Penetapan  Pengesahan  Nikah  (Isbat  Nikah)  untuk

mengurus Buku Nikah serta keperluan lainnya;  

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan

tergolong  orang  yang  tidak  mampu  sesuai  dengan   Kartu  Keluarga

Sejahtra (KKS) dengan Nomor : 6032 9898 0988 8343;  

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di

atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Agama  Sibuhuan  Cq.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sibuhuan  untuk

dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I  (Panoguan Lubis Bin Alm.

Abdul Wahab) dengan Pemohon II  (Roslan Lubis Binti Lagut) yang

dilaksanakan pada tanggal  28 November 2000 di  Desa Sayur  Matua,

Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;  

3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk

mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Barumun Kabupaten Padang Lawas,  yang merupakan wilayah hukum

Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon

II;  

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Negara  melalui  DIPA 

Pengadilan Agama Sibuhuan;  

Subsidair :
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Apabila Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  Penetapan  yang

seadil-adilnya (ex Aequo et Bono); 

Bahwa  atas  perintah  Ketua  Majelis,  Jurusita  telah  mengumumkan

adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Februari  2021

untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,

namun  selama  masa  tersebut  tidak  ada  pihak  lain  yang  mengajukan

keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan,  para  Pemohon  tidak

hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah menurut hukum;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa para  Pemohon telah dipanggil  secara resmi  dan

patut,  namun  tidak  hadir  di  persidangan,  dan  tidak  ternyata

ketidakhadirannya  tersebut  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah

menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  para  Pemohon  tidak  hadir  di

persidangan,  meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,  dan tidak

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah,  sedangkan  perkara  ini  hanya  disidangkan  dalam  pelayanan  sidang

keliling dengan satu kali  sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

para  Pemohon patut  dianggap  sebagai  pihak  yang  tidak  bersungguh-

sungguh dalam mengajukan perkara;
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Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai

pihak  yang  tidak  bersungguh-sungguh  dalam  mengajukan  perkara,  maka

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  para  Pemohon tersebut

harus dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  dengan  digugurkannya  permohonan  para

Pemohon,  maka  para  Pemohon dianggap  tidak  pernah  mengajukan

perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya

kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3

tahun  2006  dan  perubahan  keduanya  Undang-Undang  Nomor  50  tahun

2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N 

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;  

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

Agama Sibuhuan yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.260.000,00 (dua

ratus enam puluh ribu rupiah). 

Demikian  ditetapkan  dalam musyawarah  Majelis  Hakim Pengadilan

Agama Palu  pada hari  Senin,  tanggal  22  Maret  2021  Masehi  bertepatan

dengan tanggal  8  Sya'ban 1442 Hijriah oleh M.  Saifuddin,  S.H.I.  sebagai

Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para  Hakim Anggota  tersebut,  dan didampingi  oleh  Dra.  Maisyarah,  M.H.

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.
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Hakim Anggota 

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp ...,00 

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 200.000,00

-  PNBP : Rp …,00

-  Redaksi : Rp …,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah). 
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